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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.​ LATAR BELAKANG 

Visi Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, 

adalah menjadi bangsa yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Visi ini juga telah 

diintegrasikan ke dalam Visi Indonesia 2045, dengan pergeseran dari ekonomi berbasis 

pertanian dan sumber daya alam menjadi produsen dan eksportir teknologi. Namun, 

pencapaian visi tersebut memerlukan percepatan dalam transformasi digital. 

Perkembangan teknologi dan tuntutan untuk percepatan transformasi digital 

menghadirkan tantangan besar bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk 

berperan sebagai sektor terdepan dalam transformasi digital nasional, yang ditetapkan 

oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, terdapat mandat dan arahan strategis 

baru, serta sejumlah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kompleksitas 

kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mengakibatkan munculnya sejumlah 

permasalahan yang menuntut perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas 

dan fungsi ke depan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kementerian. 

Arahan Percepatan Transformasi Digital yang disampaikan oleh Presiden Joko 

Widodo pada 3 Agustus 2020 adalah bukti komitmen pemerintah untuk mendukung 

transformasi Indonesia menjadi Digital Nation. Kementerian Komunikasi dan Digital 

(Komdigi) telah meletakkan dasar transformasi digital Indonesia untuk mendorong 

digitalisasi nasional yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, 

sesuai dengan Arahan Percepatan Transformasi Digital. Fondasi ini diwujudkan melalui 

empat kebijakan strategis: (i) memperluas akses infrastruktur digital, (ii) mendorong 

adopsi teknologi, (iii) meningkatkan talenta digital, dan (iv) menyelesaikan regulasi 

pendukung. 

Untuk mengawal dan melaksanakan akselerasi transformasi digital ini, 

Kementerian Komdigi berupaya mewujudkan Misi Indonesia Digital yaitu upaya untuk 

mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh di berbagai sektor kehidupan di 

Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif bertujuan untuk memajukan 

ekosistem digital dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka 

 



 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi sektor ekonomi, dan daya saing 

bangsa di tingkat global. 

Beberapa misi utama dari Indonesia Digital antara lain: 

1.​ Peningkatan Infrastruktur Digital: Membangun infrastruktur digital yang lebih luas 

dan merata, seperti penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau di seluruh 

wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. 

2.​ Digitalisasi Sektor Ekonomi: Mendorong UMKM dan sektor industri lainnya untuk 

mengadopsi teknologi digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya 

saing mereka di pasar global. 

3.​ Pendidikan dan Literasi Digital: Meningkatkan kemampuan literasi digital bagi 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan digital agar siap 

menghadapi tantangan ekonomi digital. 

4.​ Transformasi Pemerintahan Digital (e-Government): Meningkatkan transparansi 

dan efisiensi administrasi pemerintahan melalui penggunaan teknologi digital, serta 

mempercepat proses pelayanan publik secara digital. 

5.​ Inovasi dan Ekosistem Digital: Mendukung inovasi dan pengembangan startup 

teknologi, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan produk 

dan layanan digital yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

6.​ Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Menjamin keamanan dan perlindungan 

data pribadi serta sistem digital melalui kebijakan dan teknologi yang dapat 

menangkal ancaman siber. 

Misi Indonesia Digital ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital 

yang dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diharapkan dapat mengakselerasi 

pembangunan nasional. Agar seluruh program ini dapat berjalan sesuai target yang 

telah ditetapkan, diperlukan struktur organisasi yang efisien dan berfungsi dengan 

sumber daya manusia yang berkompeten. 

 

 

 



 

Dalam menjawab tantangan dan kebutuhan ini, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan 

Digital yang mengatur perubahan tugas dan fungsi Kementerian. Sebagai tindak lanjut 

dari peraturan presiden tersebut, disusunlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital 

nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 

Digital yang menjelaskan lebih rinci tentang tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Digital Kementerian Komunikasi dan 

Digital.  

Semua langkah ini sejalan dengan Misi Indonesia Digital yaitu inisiatif untuk 

mempercepat transformasi digital di Indonesia, yang bertujuan untuk memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

daya saing ekonomi, dan efisiensi di sektor publik maupun swasta. Misi ini diusung 

untuk mendukung Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan terhubung secara 

digital. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital 

menjalankan program-program untuk mempersiapkan SDM yang siap menghadapi era 

digital, seperti program literasi digital dan pengembangan keterampilan SDM digital 

yang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat 

TIK. Kementerian Komdigi juga melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Komunikasi dan Digital berkontribusi dalam menyiapkan SDM nasional, baik di industri 

maupun pemerintahan, untuk menghadapi era digital dengan memberikan pelatihan 

Digital Talent. 

B.​ PERMASALAHAN 
i.​ Beralihnya  Fungsi  Penelitian dan Pengembangan bidang Komunikasi dan 

Informatika ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 78 Tahun 2021, sehingga nomenklatur Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kominfo harus disesuaikan 

dengan kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Digital. selain 

itu, Beban tugas pelaksanaan Arahan Presiden tentang Percepatan Transformasi 

Digital yang di orkestrasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui 

peta Jalan Indonesia digital 2021-2024 yang salah satu pilarnya adalah 

Pengembangan Masyarakat Digital dan merupakan fungsi yang dijalankan oleh 
 



 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, sehingga diperlukan 

penyesuaian serta penguatan tugas fungsi pengembangan SDM Digital pada UPT 

Badan Pengembangan SDM Komdigi. 

ii.​ Pembagian wilayah kerja UPT Badan Pengembangan SDM Komdigi dirasa masih 

belum optimal untuk menjangkau dan memeratakan pembangunan SDM digital di 

seluruh wilayah Indonesia, sehingga diperlukan penyesuaian pembagian wilayah 

kerja di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Komdigi.  

iii.​ Penyebaran lokasi Balai Pengembangan SDM yang selama ini terpusat di Pulau 

Jawa, sehingga perlu pemerataan penyebaran ke wilayah lain  

 

C.​ KONDISI AKTUAL 
Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang 

mengatur Tugas dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam sektor Komunikasi 

dan Informatika serta penyerahan wewenang unit kerja yang melakukan riset, 

pengembangan, serta implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), struktur organisasi existing tidak lagi sesuai dengan 

kebutuhan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang digital. Saat ini, 

organisasi hanya menjalankan satu fungsi, yaitu Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Sebaliknya, sebagian dari SDM peneliti telah dipindahkan ke BRIN dan 

pegawai yang tetap di Badan Pengembangan SDM sebagian lagi telah beralih ke 

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya. 

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Digital dimana terdapat perubahan nomenklatur Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika menjadi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, dan telah dilakukan 

penyesuaian Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 

 

 



 

Tugas : Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

komunikasi, informatika, dan digital. 

Fungsi : a.​ penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya 

manusia di bidang komunikasi, informatika, dan digital; 

b.​ pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

komunikasi, informatika, dan digital; 

c.​ pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, 

informatika, dan digital; 

d.​ pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Komunikasi dan Informatika; dan 

e.​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur terkait 

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksanaan Teknis 

Badan Pengembangan SDM Kominfo yaitu :  

1.​ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan 

Penelitian dan Pengembangan SDM memiliki tugas menyelenggarakan penelitian 

dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan 

sumber daya manusia komunikasi dan informatika. 

2.​ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. BBPSDMP Kominfo 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, dan 

penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja 

dan daerah perbatasan. BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang 

komunikasi dan informatika di wilayah kerja. 

 



 

3.​ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. BPPTIK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, uji 

kompetensi, sertifikasi dan akreditasi program pelatihan instansi pemerintah, serta 

pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam Peraturan Menteri tersebut di atas, struktur organisasi Badan Litbang SDM 

pada bagian eselon 1 telah berubah menjadi Badan Pengembangan SDM Kominfo, 

sedangkan pada tingkat satuan kerja eselon 2 masih dalam proses perubahan.  

Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo saat ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia1 

 

1 Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 

 



 

Pada struktur organisasi saat ini, masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat 

diperbaiki dengan restrukturisasi organisasi, diantaranya yaitu: 

•​ Seluruh fungsi terkait dengan penelitian yang berada di seluruh K/L telah 
didesentralisasikan ke dalam BRIN sehingga Balai Besar/Balai Sumber Daya 

Manusia dan Penelitian (BB/BPSDMP) perlu dihilangkan fungsi penelitiannya dan 

disesuaikan kembali; 

•​ Kurang memadainya Sarana Prasarana untuk penunjang kegiatan 

Pengembangan SDM Digital di tingkat UPT Badan Pengembangan SDM Komdigi; 

•​ Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional, terutama 

Jabatan Instruktur, Dosen, Widyaiswara dan Jabatan Fungsional baru yaitu Analis 

Pengembangan Kompetensi, untuk penunjang Pelatihan baik Teknis Manajerial, 

Fungsional dan Sosial kultural; 

•​ Belum terpetakannya Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur yang 

jelas pada Organisasi saat ini; 

•​ Segmentasi target dalam keseluruhan program masyarakat digital belum 
terpetakan, belum terdapat pendefinisian yang jelas mengenai SDM digital dan 

talenta digital yang akan dijadikan target dalam pembangunan masyarakat digital, 

ukuran pencapaian edukasi yang ingin dicapai di setiap target, serta pemetaannya 

antar Badan Litbang SDM, Ditjen APTIKA dan juga dengan K/L lainnya sehingga 

perlu pemetaan istilah agar menghasilkan pembagian tugas fungsi yang tepat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

WILAYAH KERJA BB/BPSDMP 

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT BBPSDMP Kominfo 

NO NAMA UPT WILAYAH KERJA (PROVINSI) 

1 BBPSDMP Medan 1. Aceh 
2. Sumatera Utara 
3. Sumatera Barat 
4. Riau 
5. Kepulauan Riau 
6. Kalimantan Barat 
7. Kalimantan Utara 

2 BBPSDMP Makassar 1. Sulawesi Selatan 
2. Sulawesi Tenggara 
3. Nusa Tenggara Timur 
4. Maluku 
5. Maluku Utara 
6. Papua 
7. Papua Barat 

 

WILAYAH KERJA BPSDMP 

Tabel 2. Wilayah Kerja UPT BPSDMP Kominfo 
 

NO NAMA UPT WILAYAH KERJA (PROVINSI) 

1 BPSDMP Kominfo Jakarta 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
2. Sumatera Selatan 
3. Bangka Belitung 
4. Jambi 

 



 

2 BPSDMP Kominfo Bandung 1. Jawa Barat 
2. Banten 
3. Lampung 
4. Bengkulu 

3 BPSDMP Kominfo Surabaya 
 

1. Jawa Timur 
2. Nusa Tenggara Barat 

4 BPSDMP Kominfo Yogyakarta 1. Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Jawa Tengah 
3. Bali 

5 BPSDMP Kominfo Banjarmasin 1. Kalimantan Selatan 
2. Kalimantan Tengah 
3. Kalimantan Timur 

6 BPSDMP Kominfo Manado 1. Sulawesi Utara 
2. Sulawesi Tengah 
3. Gorontalo 
4. Sulawesi Barat 

7 BPPTIK  Seluruh Indonesia 

 

Struktur organisasi di bawah Badan Pengembangan SDM Komdigi terkhusus Unit 

Pelaksana Teknis harus dilakukan perubahan nomenklatur dan tugas fungsi serta 

penyesuaian wilayah kerja agar sesuai dengan nomenklatur serta tugas fungsi Badan 

Pengembangan SDM Komdigi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 174 

Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kementerian Komunikasi dan 

Digital. 

 

 

 



 

BAB II 
USULAN PENATAAN ORGANISASI 

 

A.​ TUJUAN PENATAAN 

1.​ Melakukan kajian dan penyusunan naskah akademik terkait penyesuaian desain 

organisasi dan tata kerja di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan SDM 

Komdigi sebagai dasar rekomendasi restrukturisasi dan penyesuaian nomenklatur,  

organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan SDM 

Komdigi sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan, dan analisis regulasi terkait. 

2.​ Penataan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan SDM Komdigi 

yang lebih efektif dan efisien. 

3.​ Penajaman tugas dan fungsi di BPPTIK. 

B.​ ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH 

Berdasarkan permasalah yang tercantum dalam BAB I, alternatif penyelesaian 

masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut: 

1.​ Evaluasi Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja UPT BPSDM Kominfo dilakukan 

untuk menganalisis dari sudut pandang internal. Evaluasi kelembagaan dilakukan 

berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan 

Instansi Pemerintah, dilakukan dengan metode analisis kuantitatif (kuesioner online) 

dan kualitatif (wawancara mendalam).  

2.​ Hasil dari Evaluasi Kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja UPT BPSDM Kominfo 

dilakukan dengan melibatkan pihak internal yang terdiri dari Tim Sekretariat Badan 

Pengembangan SDM Kominfo dan pimpinan terkait di lingkungan satuan kerja Balai 

Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo sebagai responden, yaitu Plt. 

Sekretaris Badan Litbang SDM, Kepala BBPSDMP Makassar, Kepala BBPSDMP 

Medan, Kepala BPSDMP Surabaya, Kepala BPSDMP Banjarmasin, dan Kepala 

BPPTIK. Sedangkan dari pihak eksternal melibatkan Sekretariat Jenderal Biro 

 



 

Kepegawaian dan Organisasi sebagai evaluator. Hasil evaluasi dijabarkan 

sebagaimana berikut: 

3.​ Berdasarkan pembahasan hasil survei evaluasi kelembagaan dan evaluasi 

organisasi dan tata kerja UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1)​ Berdasarkan hasil survei evaluasi organisasi dan tata kerja, Sekretaris Badan 

Litbang SDM memberikan penilaian pada Peringkat P3, atau dimensi struktur 

dan proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang sudah cukup efektif. 

2)​ Kepala BBPSDMP Kominfo Makassar berdasarkan hasil survei evaluasi 

organisasi dan tata kerja memberikan penilaian pada Peringkat P3,  atau 

dimensi struktur dan proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang 

cukup efektif. 

3)​ Kepala BBPSDMP Kominfo Medan berdasarkan hasil survei evaluasi organisasi 

dan tata kerja memberikan penilaian pada Peringkat P4,  atau dimensi struktur 

dan proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang efektif. 

4)​ Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya berdasarkan hasil survei evaluasi 

organisasi dan tata kerja memberikan penilaian pada Peringkat P3,  atau 

dimensi struktur dan proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang 

cukup efektif. 

5)​ Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin berdasarkan hasil survei evaluasi 

organisasi dan tata kerja memberikan penilaian pada Peringkat P4,  atau 

dimensi struktur dan proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang 

efektif. 

6)​ Kepala BPPTIK Cikarang berdasarkan hasil survei evaluasi organisasi dan tata 

kerja memberikan penilaian pada Peringkat P4,  atau dimensi struktur dan 

proses dapat dideskripsikan berada dalam kondisi yang efektif. 

Secara keseluruhan, penilaian UPT BPSDM Kominfo berada pada Peringkat P4. 

Peringkat P4 dapat dideskripsikan sebagai organisasi yang mampu mengakomodir 

 



 

kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan 

lingkungan eksternal organisasi.  

Meskipun penilaian UPT BPSDMP Kominfo mendapatkan peringkat P4, namun dari 

hasil wawancara mendalam dengan Plt. Sekretaris Badan Litbang SDM, Kepala 

BBPSDMP Kominfo Makassar, Kepala BBPSDMP Kominfo Medan, Kepala BPSDMP 

Kominfo Surabaya, Kepala BPPTIK, Kepala BPSDMP Kominfo Banjarmasin terdapat 

masukan untuk perbaikan dimensi struktur dan proses kelembagaan di 

lingkungan BPSDMP. Perbaikan dilakukan dengan mencabut fungsi penelitian dan 

merubah nomenklatur BPSDMP serta mengatur wilayah kerja UPT BPSDMP.  

C.​ KONDISI YANG DIHARAPKAN 

Untuk mengakomodasi tantangan dan kelemahan struktur organisasi saat ini, 

beberapa rekomendasi berikut ini patut untuk dipertimbangkan, diantaranya: 

1.​ Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital 

●​ Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital (BBPSDM Digital) 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 

bidang digital di wilayah kerja lebih besar dibandingkan dengan balai kecil. 

BBPSDM Digital juga memiliki fungsi penting dalam melakukan koordinasi 

substansi perumusan kebijakan yang akan bekerjasama dengan Satuan 

Kerja Pusat dan Sekretaris Badan yang relevan dan disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

wilayah kerja. Selain itu, BBPSDM Digital juga berperan dalam membangun 

jaringan kerjasama antar instansi, pemerintah daerah atau swasta. 

Kolaborasi yang dibangun akan memperluas cakupan pelayanan dan 

meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan, serta 

mempercepat adopsi teknologi informasi dan komunikasi di seluruh lapisan 

masyarakat. Dengan demikian, BBPSDM Digital dapat menjadi penyedia 

layanan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi, sekaligus motor penggerak transformasi digital 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 

 

 



 

 

 

2.​ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital 

●​ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital (BPSDM Digital) 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 

bidang digital di wilayah kerja lebih kecil dibandingkan BBPSDM Digital. 

BPSDM Digital mempunyai fungsi penting dalam memperluas cakupan 

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang digital yang 

dalam kaitannya membangun ekosistem digital nasional. Melalui 

program-program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri dan 

perkembangan teknologi terkini, BPSDM Digital ini dapat menjadi katalisator 

bagi transformasi sumber daya manusia menuju era digital. selain itu BPSDM 

Digital juga melibatkan kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder terkait, 

termasuk industri, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah. Kolaborasi ini 

menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program pelatihan yang 

diselenggarakan oleh BPSDM Digital sesuai dengan kebutuhan industri 

sekaligus motor penggerak transformasi digital yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. 

 

3.​ Balai Pengembangan Talenta Digital  

●​ Balai Pengembangan Talenta Digital (BPTD) mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan sumber daya manusia bidang digital secara nasional. BPTD 

melakukan pelatihan yang merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang 

sebelumnya dilaksanakan BBPSDM Digital dan BPSDM Digital. fokus 

pelatihan yang dilaksanakan oleh BPTD merupakan pelatihan dengan level 

intermediate dan advance. BPTD juga melaksanakan pelayanan produk jasa di 

bidang digital bagi masyarakat dan industri yang banyak tersebar di kawasan 

industri sekitar Bekasi. Selain itu BPTD banyak melakukan kerja sama dan 

koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengadakan pelatihan bagi 

Aparatur Negara baik Aparatur Sipil Negara maupun TNI dan POLRI. 

Program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPTD tersebut 

 



 

menjawab kebutuhan industri sehingga output dan outcome dari BPTD ini 

merupakan individu yang mampu berinovasi, berkolaborasi, dan berkembang 

dalam era digital saat ini. 

4.​ Fungsi yang perlu diintegrasikan/disinergikan 

a.​ Akreditasi program pelatihan pemerintah perlu disinergikan ke tugas dan fungsi 

Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi. 

b.​ Penyesuaian kedudukan dan cakupan area kerja dari Balai-Balai UPT 

BBPSDM Digital, agar lebih optimal dalam aspek pemerataan letak geografis, 

persebaran penduduk usia produktif, pemerataan produk domestik regional 

bruto per kapita, pemerataan indeks pengembangan TIK, ketersediaan 

lembaga pendidikan TIK, dan ketersediaan transportasi; dan 

c.​ Sinergi dalam pengembangan SDM digital antara Pusat, UPT Balai 

Pengembangan SDM Digital, serta Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), 

khususnya dalam mengembangkan SDM digital di wilayah-wilayah dan 

daerah-daerah. 

5.​ Fungsi yang perlu dipisahkan/dipindahkan. 

a.​ Pemindahan tugas dan fungsi penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(BRIN). 

b.​ Pemindahan fungsi akreditasi lembaga pelatihan yang sebelumnya dilakukan 

oleh BPPTIK akan dipindahkan ke Tugas dan Fungsi Pusat. 

6.​ Fungsi yang perlu penguatan 

a.​ Penguatan fungsi fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga 

sertifikasi profesi bidang TIK; 

b.​ Penguatan fungsi pengembangan profesi SDM digital;  

c.​ Penguatan fungsi pelatihan SDM aparatur bidang TIK; 

d.​ Penguatan fungsi pelatihan SDM masyarakat dan UMKM. 

7.​ Fungsi yang perlu disentralisasikan 

a.​ Penyusunan Standar dan Kurikulum Pengembangan Kompetensi SDM bidang 

Komdigi (koordinasi perumusan kebijakan maupun implementasi dalam 

 



 

pelaksanaan Pengembangan SDM di bidang Komunikasi Informatika dan 

digital) dirumuskan secara tersentralisasi oleh Pusat Pengembangan Standar 

Kompetensi Digital dan Manajemen Informasi dan pelaksanaan 

pengembangan Kompetensi SDM dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja 

sesuai dengan tugas dan fungsi teknis dari Satuan Kerja tersebut.  

8.​ Fungsi yang perlu distandarisasi 

a.​ Standarisasi fungsi BBPSDMP dan BPSDMP serta BPPTIK ; dan 

b.​ Penyesuaian tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja di Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT). 

Selain itu, untuk membantu pemetaan secara jelas, berikut rangkuman istilah dan 

definisi yang digunakan terkait fungsi Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital: 

Tabel 3. Istilah dan Definisi Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital 

No Istilah Definisi 

1 Talenta Digital Individu yang merupakan tenaga kerja atau calon tenaga 

kerja yang memiliki kemampuan di bidang TIK (termasuk 

di antaranya adalah ASN). Selain itu, profesi terkait talenta 

digital tercipta sebagai hasil dari kegiatan transformasi 

digital atau munculnya teknologi yang mendisrupsi. 

2 SDM Digital Sumber Daya Manusia di suatu perusahaan yang secara 

langsung berkaitan dengan teknologi digital seperti 

Artificial Intelligence (AI), cloud, robotics, dsb. 

3 SDM 

Komunikasi dan 

Informatika 

SDM Komunikasi dan Informatika dapat mencakup 

persiapan menghadapi era digital, seperti peningkatan 

kompetensi UMKM dengan adanya 

e-commerce/digitalisasi tanpa harus belajar teknologi 

digital yang substantif seperti cloud, IoT, dsb. 

 



 

No Istilah Definisi 

4 Bidang TIK Istilah yang digunakan secara umum terkait industri 

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. 

5 Keterampilan 

Bisnis Digital 

Keterampilan adalah kecakapan atau keahlian untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam 

praktek. (Bambang Wahyudi, 2002). 

Bisnis Digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk 

menciptakan berbagai keunikan, mulai dari model bisnis 

hingga pengalaman pelanggan (customer experience). 

6 Literasi Digital  Kemampuan2 untuk memanfaatkan, berpartisipasi, dan 

berkontribusi secara aman di dunia digital (seperti melalui 

platform internet, media sosial, dan perangkat seluler) 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat 5 (lima) area yang dapat difokuskan untuk literasi  

digital, yaitu: 

•​ Berkomunikasi; 

•​ Menangani informasi dan konten; 

•​ Bertransaksi; 

•​ Penyelesaian masalah; dan 

•​ Aman dan taat hukum saat online. 

Kemampuan3 untuk menggunakan teknologi dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3 Literasi digital yang diampu Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika 

2 Literasi digital yang diampu satuan kerja teknis terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang melekat (al. Ditjen APTIKA, 
Ditjen IKP, Ditjen PPI dan Ditjen SDPPI) 
 

 



 

 

 

Penguatan Pengembangan SDM Bidang Digital 

Organisasi yang diharapkan yaitu organisasi yang dapat mewadahi dalam 

menjalankan pelaksanaan Program Prioritas Nasional dalam Pengembangan Sumber 

Daya Manusia komunikasi dan digital di Indonesia yang berfokus besar pada 

pengembangan SDM di bidang digital yaitu dari 4 (empat) pilar dari program percepatan 

transformasi digital salah satunya pengembangan kapasitas SDM digital dilakukan oleh 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.  Pengembangan 

Sumber Daya Manusia digital Indonesia berdasarkan jenjang pelatihan yaitu pelatihan 

dasar, menengah dan tinggi (pyramid). Pelaksanaan 3 (tiga) fungsi ini dilaksanakan oleh 

10 (sepuluh) satuan kerja UPT yaitu : 

1.​ Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital melaksanakan fungsi 

koordinasi di wilayah perbatasan. 

2.​ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital melaksanakan pelatihan dan 

pengembangan kompetensi level dasar dan intermediate dimasing-masing wilayah 

kerja. 

3.​ Balai Pengembangan Talenta Digital melaksanakan pelatihan dan pengembangan 

kompetensi level intermediate dan Advance. 

Pelaksanaan pengembangan SDM untuk jenjang level tinggi yang sebelumnya 

hanya untuk ASN komdigi namun saat ini dan ke depan diperuntukkan bagi aparatur 

eksternal, perguruan tinggi, dan lain-lain. 

Selain pemanfaatan digital juga melaksanakan penyusunan kurikulum pelatihan, 

dan saat ini pelatihan dilaksanakan oleh 10 satker UPT (1 perguruan tinggi STMM dan 9 

unit pelaksana teknis pelatihan) karena dalam pelatihan juga bekerjasama dengan mitra 

perguruan tinggi dan mitra global tech yang dilaksanakan dengan sistem online dan 

offline. 

Diagram penguatan pengembangan SDM bidang digital yang dilakukan Badan 

Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 



 

 

 



 

Digital Talent Scholarship 

 

 

Government Transformation Academy 

 

 

 

 

 



 

Fresh Graduate Academy 

 

 

Vocational School Graduate Academy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Digital Entrepreneurship Academy 

 

 

Thematic Academy 

 

 

 

 

 

 



 

Manfaat dari Standar Kompetensi Kerja 

 

Gambar 2. Penguatan Pengembangan SDM Digital 

 

Usulan Struktur Organisasi Baru 

Usulan struktur organisasi ini fokus pada penyelarasan dan integrasi proses untuk 

optimalisasi pencapaian pilar rencana strategis. Sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 174 Tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi 

dan Digital mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya 

manusia dibidang komunikasi, informatika, dan digital. Dalam menjalankan tugas 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital memiliki 

fungsi:  

a.​ penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang 

komunikasi, informatika, dan digital; 

b.​ pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, 

informatika, dan digital; 

c.​ pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan 

digital; 

d.​ pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Komunikasi dan digital; dan 

e.​ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  

 



 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 1 tahun 2025 tentang 

organisasi dan tata kerja Kementerian komunikasi dan Digital, struktur organisasi 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital terdiri atas: 

a.​ Sekretariat Badan; 

b.​ Pusat Pengembangan Ekosistem Sumber Daya Manusia Komunikasi dan 

Digital; 

c.​ Pusat Pengembangan Talenta Digital; 

d.​ Pusat Pengembangan Literasi Digital; dan 

e.​ Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital. 

Usulan struktur reorganisasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM menjadi 

Badan Pengembangan SDM Komdigi dapat dilihat pada lampiran berikut. Penjelasan 

perubahan nomenklatur UPT BPSDM Komdigi menjadi “Balai Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Digital Regional I s/d VIII dan Balai Pengembangan 
Talenta Digital Cikarang” menjadi brand untuk UPT pada Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. 

 



 

 

Gambar 3. Usulan Struktur Organisasi Baru BPSDM Komunikasi dan Digital 
Sumber: Usulan Badan Pengembangan SDM Komdigi 

 
 
Proses Bisnis 
i. Pemodelan Proses Bisnis L0 

Mengacu kepada Visi Misi Kemkominfo dan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, telah 

teridentifikasi 17 kelompok fungsi yang telah dituangkan ke dalam kerangka kerja 

Capability Model pada gambar berikut: 

kominfo dari level staff sampai pimpinan  bagi  Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah

 



 

 
Gambar 4. Capability Model  

 

Pemodelan Workflow 

Untuk menangkap mekanisme kerja penataan pada struktur organisasi baru dengan 

lebih komprehensif, menjadi penting untuk melihat proses bisnis dari tiap-tiap satuan 

kerja. Proses bisnis dimulai dengan regulasi dan instruksi dari Menteri dan usulan 

konten regulasi dari tiap unit kerja sebagai masukan atas berjalannya proses bisnis, 

dan diakhiri dengan pemberian laporan kepada Menteri sebagai basis dari instruksi 

selanjutnya. 

D.​ STRATEGI PENATAAN 
Dalam proses perubahan organisasi, Badan Pengembangan SDM Komdigi perlu 

mengembangkan strategi penataan yang tepat untuk memastikan perubahan tersebut 

berjalan lancar dan membuahkan hasil yang diinginkan. Sebagai langkah awal yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengidentifikasi tujuan perubahan organisasi dan memetakan 

posisi-posisi yang dibutuhkan dalam struktur organisasi yang baru. Selanjutnya untuk 

mencapai tujuan organisasi baru yang berfokus pada pengembangan SDM di bidang 

 



 

Komunikasi, Informasi dan Digital diperlukan pemetaan Satuan Kerja yang dibutuhkan 

dengan perumusan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan Organisasi. 

 
 Penataaan organisasi Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital 

Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan proses yang penting untuk mencapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi yang diakibatkan oleh perubahan dan 

pergeseran tugas dan fungsi sebelumnya. Beberapa tahapan strategi penataan organisasi 

yang dilakukan di Badan Pengembangan SDM Komdigi adalah sebagai berikut: 

 

a.​ Melakukan evaluasi dan analisis 

Proses awal penataan organisasi dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap struktur 

organisasi eksisting sebagai akibat dari perubahan tugas fungsi litbangjirap yang 

diintegrasikan ke BRIN. Fungsi pengembangan SDM yang diperluas  menjadi  fokus 

untuk menggantikan fungsi penelitian. Analisis dilakukan secara menyeluruh mulai dari 

analisis struktur organisasi, pemetaan SDM dan analisis proses bisnis yang berubah. 

b.​ Pemetaan proses 

Selanjutnya dilakukan pemetaan proses bisnis yang berubah/berganti karena perluasan 

fungsi pengembangan SDM dan penghilangan fungsi litbangjirap. Pemetaan proses ini 

dilakukan dalam proses peralihan perubahan tugas fungsi ke Pengembangan SDM 

Digital. 

c.​ Perubahan struktur satuan kerja 

Hasil pemetaan proses bisnis menjadi dasar adanya perubahan struktur untuk 

mendukung kinerja organisasi. Perubahan struktur organisasi ini didasari untuk 

koordinasi, kolaborasi dan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif terkait tugas 

fungsi pengembangan SDM digital Badan Pengembangan SDM. 

d.​ Strategi peningkatan organisasi 

Untuk mendukung peningkatan efektivitas dalam perubahan satuan kerja, maka 

dilakukan strategi peningkatan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan peningkatan kompetensi. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja 

yang didukung teknologi informasi menjadi poin penting di Badan Pengembangan SDM 

Kementerian Komdigi. 

 



 

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Komunikasi dan Digital tersebut, diusulkan perubahan Tugas dan Fungsi satuan kerja 

dibawah Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital sebagai berikut: 

Tabel 4. Sandingan Tugas dan Fungsi UPT BPSDM Digital 

No. Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 

Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Manusia dan 
Penelitian Komunikasi dan 

Informatika 

 
Usulan Perubahan  

Tugas dan Fungsi Permen Baru  

1 Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital 

Tugas melaksanakan pengembangan 
sumber daya manusia, dan 
penelitian dan pengembangan 
bidang komunikasi dan 
informatika di wilayah kerja dan 
daerah perbatasan. 

melaksanakan pengembangan 
sumber daya manusia bidang 
komunikasi, informatika dan digital 
melalui, pengembangan 
kompetensi, dan uji kompetensi di 
bidang teknologi informasi dan 
komunikasi serta penjaminan mutu 
bagi Aparatur Negara, Angkatan 
Kerja Muda, dan Masyarakat Umum 
di wilayah kerja. 

Fungsi a.​ penyusunan rencana dan 
evaluasi program dan 
anggaran; 

b.​ penyiapan pelaksanaan dan 
fasilitasi pengembangan 
sumber daya manusia bidang 
komunikasi dan informatika; 

c.​ penyiapan pelaksanaan 
penelitian dan 
pengembangan bidang 
komunikasi dan informatika; 

d.​ penyiapan pelaksanaan 
publikasi hasil penelitian dan 
pengembangan sumber daya 
manusia bidang komunikasi 

a.​ Penyusunan rencana dan 
program; 

b.​ Pelaksanaan penjaminan mutu; 
c.​ Pelaksanaan pelatihan talenta 

digital; 
d.​ Pelaksanaan uji kompetensi 

talenta digital; 
e.​ Pelaksanaan pemberdayaan 

talenta digital; dan 
f.​ Pelaksanaan urusan 

keuangan/anggaran, evaluasi, 
laporan, kepegawaian, 
ketatausahaan, perlengkapan dan 
kerumahtanggaan, manajemen 

 



 

dan informatika; 
e.​ penyiapan pelaksanaan 

penjaminan mutu dan 
pendayagunaan hasil 
penelitian bidang komunikasi 
dan informatika; dan 

f.​ pelaksanaan urusan 
penyusunan rencana, 
program, evaluasi, laporan, 
dan kerja sama, serta urusan 
tata usaha, keuangan, 
kepegawaian, perlengkapan, 
dan rumah tangga, serta 
hubungan masyarakat. 

risiko, kepatuhan internal dan 
publikasi.  

2 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital 

Tugas melaksanakan pengembangan 
sumber daya manusia, 
penelitian dan pengembangan 
bidang komunikasi dan 
informatika di wilayah kerja. 

melaksanakan pengembangan 
sumber daya manusia bidang 
komunikasi, informatika dan digital 
melalui, pengembangan 
kompetensi, dan uji kompetensi di 
bidang teknologi informasi dan 
komunikasi serta penjaminan mutu 
bagi Aparatur Negara, Angkatan 
Kerja Muda, dan Masyarakat 
Umum di wilayah kerja. 

 



 

Fungsi a.​ pelaksanaan penyusunan 
rencana dan evaluasi 
program dan anggaran; 

b.​ penyiapan pelaksanaan dan 
fasilitasi pengembangan 
sumber daya manusia bidang 
komunikasi dan informatika; 

c.​ penyiapan pelaksanaan 
penelitian dan 
pengembangan bidang 
komunikasi dan informatika; 

d.​ penyiapan pelaksanaan 
publikasi hasil penelitian dan 
pengembangan bidang 
komunikasi dan informatika; 

e.​ penyiapan pelaksanaan 
penjaminan mutu dan 
pendayagunaan hasil 
penelitian dan 
pengembangan bidang 
komunikasi dan informatika; 
dan 

f.​ pelaksanaan urusan 
penyusunan rencana, 
program, evaluasi, laporan, 
dan kerja sama, serta urusan 
tata usaha, keuangan, 
kepegawaian, perlengkapan, 
dan rumah tangga, serta 
hubungan masyarakat. 

a.​ Penyusunan rencana dan 
program; 

b.​ Pelaksanaan penjaminan mutu; 
c.​ Pelaksanaan pelatihan talenta 

digital; 
d.​ Pelaksanaan uji kompetensi 

talenta digital; 
e.​ Pelaksanaan pemberdayaan 

talenta digital; dan 
f.​ Pelaksanaan urusan 

keuangan/anggaran, evaluasi, 
laporan, kepegawaian, 
ketatausahaan, perlengkapan 
dan kerumahtanggaan, 
manajemen risiko, kepatuhan 
internal dan publikasi. 

 



 

No. Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 4 

Tahun 2022 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pelatihan dan 
Pengembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

Usulan Perubahan  
Tugas dan Fungsi Permen Baru  

3 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Tugas melaksanakan pelatihan, uji 
kompetensi, sertifikasi dan 
akreditasi program pelatihan 
instansi pemerintah, serta 
pelayanan produk jasa di bidang 
teknologi informasi dan 
komunikasi. 

melaksanakan pengelolaan 
pengembangan sumber daya 
manusia bidang komunikasi, 
informatika dan digital, serta 
pelayanan produk jasa di bidang 
digital. 
 
 

Fungsi a.​ penyusunan rencana, 
program, anggaran, kerja 
sama, pemasaran, pengolahan 
data dan informasi, evaluasi, 
pengawasan dan penjaminan 
mutu serta pelaporan di bidang 
pelatihan, uji kompetensi, 
sertifikasi dan akreditasi 
program pelatihan pemerintah, 
serta pelayanan produk jasa 
teknologi informasi dan 
komunikasi; 

b.​ penyiapan pelaksanaan 
pelayanan produk jasa bidang 
teknologi informasi dan 
komunikasi; 

c.​ penyiapan penyusunan dan 
pengembangan bahan 
kurikulum, standar, sistem, 
metode, perencanaan tenaga 
pengajar dan asesor, 
pelaksanaan pelatihan kerja, 
serta uji kompetensi dan 
sertifikasi masyarakat bidang 
teknologi informasi dan 

a.​ Penyusunan rencana dan 
program; 

b.​ Pelaksanaan penjaminan 
mutu; 

c.​ Pelaksanaan pelatihan talenta 
digital; 

d.​ Pelaksanaan uji kompetensi 
talenta digital; 

e.​ Pelayanan produk jasa bidang 
digital; 

f.​ Pelaksanaan pemberdayaan 
talenta digital; dan 

g.​ Pelaksanaan urusan 
keuangan/anggaran, evaluasi, 
laporan, kepegawaian, 
ketatausahaan, perlengkapan 
dan kerumahtanggaan, 
kepatuhan internal dan 
publikasi. 

 
 

 



 

komunikasi; 
d.​ penyiapan penyusunan dan 

pengembangan bahan 
kurikulum, standar, sistem, 
metode, perencanaan tenaga 
pengajar dan asesor, 
pelaksanaan pelatihan teknis, 
uji kompetensi dan sertifikasi 
aparatur, serta akreditasi 
lembaga pelatihan teknis 
bidang teknologi informasi dan 
komunikasi; dan 

e.​ pelaksanaan urusan 
perencanaan dan program, 
urusan keuangan, 
kepegawaian, ketatausahaan, 
perlengkapan, 
kerumahtanggaan, hubungan 
masyarakat, dokumentasi dan 
perpustakaan, serta 
penyusunan evaluasi dan 
pelaporan. 

 

E.​ DOKUMEN PENDUKUNG 

Adapun dokumen pendukung terkait restrukturisasi organisasi Kementerian dan 

penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di lingkup Kementerian antara lain: 

1.​ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.​ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3.​ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

4.​ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5.​ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 

6.​ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

7.​ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8.​ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

9.​ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.​Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

11.​Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; 

12.​Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2023. Tentang Kementerian Komunikasi dan 

Informatika; 

13.​Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024. Tentang Kementerian Komunikasi dan 

Digital; 

14.​Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional; 

15.​Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2015 tentang 

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan 

Informatika; 

16.​Permenkominfo Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Balai 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Kominfo; 

17.​Permenkominfo Nomor 4 tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pelatihan 

dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

 



 

18.​Permenkomdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian 

Komunikasi dan Digital; 

19.​Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 489/K.1/PDP.10.4 tentang 

Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis; 

20.​Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 583/K.1/PDP.09/2019 

tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 

21.​Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil 

Negara; dan 

22.​Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 916/K.1/PDP..09/2019 

tentang Penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. 

 
 

 



 

BAB III 
DAMPAK PENATAAN ORGANISASI 

 

A.​ ANALISIS STAKEHOLDER 
Fokus Kemenkominfo 2020-2024 yaitu pada 4 Pilar Transformasi Digital,  Badan 

Pengembangan SDM Komunikasi Informatika berfokus pada masyarakat digital dengan 

Membangun Budaya Digital dan Memberdayakan Masyarakat untuk Pengembangan 

Dunia Digital.  

Arah Kebijakan dan Strategi Kemkomdigi dalam mengantarkan Indonesia menjadi 

bangsa digital (Indonesia As Digital Nation) yaitu mengembangkan SDM talenta digital 

dan ekosistem ekonomi digital dengan mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital 

dan meningkatkan literasi digital masyarakat dan literasi informasi serta mempercepat 

transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.  

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, perlu diidentifikasi terhadap semua 

stakeholder yang dapat bersinergi mendukung capaian pengembangan SDM digital 

yang merata di seluruh wilayah Indonesia.  

Dalam program Kementerian Komunikasi dan Digital,  Badan Pengembangan SDM 

Komunikasi dan Digital melaksanakan program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

komunikasi melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia Digital yang merata di seluruh 

Indonesia, harus kolaboratif, akseleratif dan sustain. sehingga perlu sinergi yang kuat 

dan konstruktif dari seluruh komponen, sehingga kita dapat menciptakan transformasi 

digital yang tangguh dan optimal. 

Adapun stakeholder yang berperan dan mendukung dalam upaya pelatihan SDM Digital 

tersebut adalah sebagai berikut:  

●​ Stakeholder Internal: 

○​ Satuan kerja Pusat Pengembangan SDM (pembuat kebijakan teknis 

pelatihan dan pengelola platform pelatihan di BPSDM ) 

○​ Ditjen IKP sebagai pelaksana literasi informasi 

 

 

 



 

●​ Stakeholder eksternal: 
○​ Pemerintah Daerah 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

BPSDMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

○​ Industri 
Asosiasi Industri 

Global Tech Company 

○​ ASN/TNI/Polri 
Pusat Pendidikan K/L dan Pusat Pendidikan TNI/Polri 

○​ Akademisi 
Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Wilayah Kerja 

○​ Mitra pelatihan 
BNSP 

LSP bidang Komunikasi dan Digital 

Balai Pelatihan Kerja 

○​ Masyarakat  
Angkatan kerja dan tenaga kerja 

Pelaku UMKM 

Kelompok Masyarakat Perempuan, Anak-anak dan Disabilitas 

B.​ ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN 

Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran penting dalam mewujudkan 

ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dalam mendukung 

transformasi tersebut, penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 

menjadi aspek krusial, khususnya pada unit kerja yang memiliki mandat untuk 

melakukan pengembangan talenta digital, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Komdigi. 

BPSDM Komdigi Sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

talenta digital, didukung oleh sumber daya manusia dengan latar belakang dan 

kompetensi yang beragam. Total jumlah pegawai di lingkungan BPSDM Komdigi 

tercatat pada bulan April 2025 sebanyak 815 pegawai Aktif yang terbagi atas 478 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

 



 

182 Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) dan 133 Tenaga Pendukung , yang 

tersebar pada 15 Satuan Kerja di Lingkungan BPSDM Komdigi. Struktur kepegawaian 

ini terdiri dari jabatan struktural, jabatan pelaksana, serta sejumlah Jabatan Fungsional 

(JF) yang berkaitan langsung dengan tugas pengembangan kapasitas ASN dan 

masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Terdapat 20 Jabatan Fungsional Tertentu di dalam struktur jabatan kepegawaian di 

BPSDM Komdigi antara lain Dosen, Analis Kebijakan, Instruktur, Widyaiswara, Pranata 

Komputer, Analis SDM Aparatur, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata 

Keuangan APBN, Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Analis Anggaran, 

Pustakawan, Analis Data Ilmiah, Pranata Lab Pendidikan, Pengembang Teknologi 

Pembelajaran, Pranata Humas, Perencana, Manggala Informatika, Statistisi, dan 

Penerjemah. Keberagaman Jabatan Fungsional Tertentu tersebut mencerminkan 

kompleksitas tugas dan fungsi yang diemban oleh BPSDM Komdigi dalam 

melaksanakan pengembangan SDM talenta digital secara komprehensif. Setiap jabatan 

memiliki peran strategis yang saling melengkapi dan mampu menjamin mutu dan 

keberlanjutan seluruh program BPSDM Komdigi secara menyeluruh.  

Keberadaan 20 jenis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan BPSDM Komdigi 

merupakan komponen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi, khususnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

komunikasi dan digital. Jabatan-jabatan tersebut antara lain mencakup fungsional 

pengajar dan pelatih seperti Dosen, Instruktur, Widyaiswara, serta jabatan teknis dan 

pendukung kebijakan seperti Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Perencana, hingga 

Pengembang Teknologi Pembelajaran. Variasi jabatan ini menunjukkan bahwa struktur 

SDM di BPSDM Komdigi telah dirancang untuk menjawab kebutuhan teknis, akademik, 

administratif, dan kebijakan secara simultan. 

Sebagai langkah strategis dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia, 

BPSDM Komdigi perlu melakukan penguatan pada aspek perencanaan kebutuhan 

jabatan berbasis kompetensi dan analisis beban kerja. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa distribusi dan komposisi Jabatan Fungsional Tertentu dapat selaras dengan 

kebutuhan aktual satuan kerja dan selaras dengan pencapaian program BPSDM 

Komdigi. Selain itu, pengembangan kapasitas individu melalui program diklat, sertifikasi 

 



 

kompetensi, serta penguatan sistem pembinaan karier berbasis kinerja menjadi elemen 

krusial dalam mendukung profesionalisme dan peningkatan produktivitas pegawai. 

Penataan SDM juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem kerja yang 

kolaboratif, adaptif, dan berbasis digital. Digitalisasi proses manajemen kepegawaian, 

integrasi sistem informasi SDM, serta penggunaan teknologi dalam perencanaan dan 

evaluasi kinerja akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola SDM secara 

menyeluruh. 

Tabel 5. Total Jumlah Pegawai Satuan Kerja di Lingkungan BPSDM Komdigi 

 

 

 



 

Tabel 6. Total Jumlah Kategori Pegawai di Lingkungan BPSDM Komdigi 

 

Tabel 7. Total Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu  di Lingkungan BPSDM Komdigi 

 

 



 

C.​ ANALISIS SARANA DAN PRASARANA 
Kementerian Komdigi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan 4 pilar 

transformasi digital, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang mampu 

mendukung berjalannya proses pengembangan SDM talenta digital secara maksimal.  

Menurut Mulyasa (2013:87) “Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya 

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan 

media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, tanaman, jalan, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar, seperti tanaman sekolah untuk pengajaran 

biologi halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut 

merupakan komponen sarana pendidikan’’. 

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi berkaitan 

dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, 

taman atau ruang terbuka, dan tempat lain di suatu lembaga pelatihan yang dapat 

dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Saat ini belum ada standarisasi terkait sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 

di Badan Pegembangan SDM Komdigi. Satuan kerja yang telah memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai untuk melaksanakan pendidikan atau pelatihan hanya dimiliki 

oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) 

dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK). 

Apabila dalam tugas dan fungsi kedepannya seluruh balai yang tersebar akan 

menjalankan pelatihan secara inhouse, maka diperlukan standarisasi dan penyediaan 

sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelatihan di bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK).  

Standarisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelatihan perlu ditetapkan 

agar adanya keseragaman dalam pelayanan pelaksanaan pelatihan pada semua balai 

di lingkungan Badan Pengembangan SDM Komdigi. Selain itu standarisasi sarana dan 

prasarana juga diperlukan untuk menentukan tingkat kelayakan balai dalam 

menyelenggarakan pelatihan. Sarana dan prasarana pendukung pelatihan ini terdiri dari 

 



 

sarana dan prasarana utama serta sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan 

prasarana utama yang harus dimiliki oleh balai antara lain ruang kantor, ruang kelas, 

ruang laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang tunggu pengajar, ruang 

seminar, ruang makan dan asrama. Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang 

meliputi auditorium, tempat ibadah, toilet, sarana olahraga dan poliklinik. 

Selain sarana dan prasarana perlu diperhatikan juga fasilitas yang perlu disediakan oleh 

balai yang menyelenggarakan pelatihan. Sekurang-kurangnya setiap balai menyediakan 

fasilitas berupa akses difabel (ramp, toilet, tempat parkir, dan sebagainya); fasilitas 

safety seperti APAR, Assembly Point, tangga darurat dan Smoke Detector; fasilitas 

e-Learning meliputi jaringan internet, fasilitas video conference dan live streaming, dan 

media audio visual; dan fasilitas lainnya seperti genset, lahan parkir, kantin dan 

sebagainya. 

(narasikan pola kerjasama dengan pemda setempat bila pelatihan melalui kerjasama 

dan menggunakan fasilitas dan sarpras pemda setempat) 

Untuk memenuhi fasilitas serta sarana dan prasarana sesuai dengan standar sebuah 

lembaga pelatihan memang membutuhkan anggaran dan waktu yang tidak sedikit. 

Untuk itu Balai Pelatihan SDM Digital menyadari perlunya melakukan pelatihan dengan 

pola kerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat dengan 

memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang mereka miliki. 

D.​ ANALISIS FINANSIAL 
Pada Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengembangan 

SDM, Kementerian Kominfo menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP).  

Anggaran Badan Pengembangan SDM Kominfo dari tahun ke tahun mengalami 

perubahan yang signifikan, hal ini dikarenakan perubahan/penambahan 

program-program kegiatan baru yang bersifat prioritas/nasional. Kebutuhan anggaran 

Badan Pengembangan SDM Kominfo terkait dengan penambahan program-program 

kegiatan juga mengubah postur anggaran. Adapun pagu dan realisasi anggaran Badan 

Pengembangan SDM Kominfo adalah sebagai berikut: 

 



 

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM Kominfo Tahun Anggaran 

(TA) 2023 berdasarkan prioritas nasional dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 

 

Gambar 5. Rencana Kerja Prioritas dan Anggaran Tahun 2023 

 

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Litbang SDM Tahun Anggaran (TA) 2023 

berdasarkan non-prioritas nasional dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 

 



 

 

Gambar 6. Rencana Kerja Non Prioritas dan Anggaran Tahun 2023 

Sebagai gambaran kinerja anggaran 5 tahun terakhir, berikut kami tampilkan kondisi pagu 

dan anggaran sejak tahun 2018 s.d. Mei 2023: 

 

Tabel 8. Pagu dan realisasi anggaran 

TAHUN ANGGARAN PAGU REALISASI % 

2018 102.006.119.000 97.076.736.853 95,59 

2019 230.402.531.000 205.631.113.370 89,25 

2020 173.559.888.000 148.038.537.634 85.30 

2021 369.536.892.869 179.619.150.435 95.21 

2022 403.968.086.000 369.536.892.869 91.48 

2023 220.336.696.000 42.912.154.714* 19,48 

    

 



 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Badan Litbang SDM 

selama 5 tahun terakhir cukup optimal dengan persentase penyerapan anggaran rata-rata 

>85% bahkan sempat mencapai 95%. Penyerapan anggaran paling rendah pada tahun 2020 

disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dengan asumsi penyerap anggaran terbesar pada 

pelatihan offline, terpaksa menyesuaikan dengan pembatasan sosial dengan mengganti pola 

pelaksanaan pelatihan dengan online. Dengan pelaksanaan pelatihan secara online, 

membutuhkan resources yang lebih sedikit dengan cakupan asal domisili peserta yang lebih 

luas. Sehingga, meskipun penyerapan anggaran sebesar 85.30% namun realisasi output tetap 

berhasil memenuhi target.  

 



 

E.​ ANALISIS KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPT 
 

WILAYAH KERJA BB/BPSDM DIGITAL 

Tabel 9. Wilayah Kerja UPT BB/BPSDM DIGITAL 

NO NAMA UPT WILAYAH KERJA BPSDM DIGITAL 
(PROVINSI) 

1 Balai Besar 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital 
Regional I Medan 

 

1.​ Aceh 
2.​ Sumatera Utara 
3.​ Sumatera Barat 
4.​ Riau 
5.​ Kep. Riau 
6.​ Jambi 
7.​ Kep. Bangka Belitung 
8.​ Kalimantan Barat 

2 Balai Besar 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital 
Regional II Makassar 

1.​ Sulawesi Selatan  
2.​ Sulawesi Tenggara  
3.​ Sulawesi Barat 
4.​ Nusa Tenggara Timur  
5.​ Maluku  
6.​ Papua 
7.​ Papua Barat 
8.​ Papua Barat Daya 
9.​ Papua Tengah 
10.​Papua Selatan 
11.​Papua Pegunungan 

 

 

 



 

WILAYAH KERJA BPSDM DIGITAL 

Tabel 10. Wilayah Kerja UPT BPSDM DIGITAL 

NO NAMA UPT WILAYAH KERJA BPSDM DIGITAL 
(PROVINSI) 

3 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
III Jakarta 

1.​ DKI Jakarta 
2.​ Sumatera Selatan 
3.​ Bengkulu 
4.​ Lampung 

 

4 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
IV Bandung 

1.​ Jawa Barat (Tidak Termasuk 
Kabupaten dan Kota Bekasi) 

2.​ Banten  

5 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
V Yogyakarta 

1.​ Jawa Tengah 
2.​ DI Yogyakarta 
3.​ Bali 

6 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
VI Surabaya 

1.​ Jawa Timur 
2.​ Nusa Tenggara Barat 

7 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
VII Banjarmasin 

1.​ Kalimantan Selatan 
2.​ Kalimantan Timur 
3.​ Kalimantan Tengah 
4.​ Kalimantan Utara 

8 Balai Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Digital Regional 
VIII Manado 

1.​ Sulawesi Utara 
2.​ Gorontalo 
3.​ Sulawesi Tengah 
4.​ Maluku Utara 

9 Balai Pengembangan Talenta 
Digital Cikarang 

Seluruh Indonesia 

 

 



 

Perubahan Wilayah Kerja BPSDM Komdigi 

 

Gambar 7. Wilayah Kerja UPT BPSDM Komdigi 

 



 

Tabel 11. Wilayah Kerja UPT Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 

 

 



 

                   
*Data BPS 2023 

 



 

BAB IV 
RENCANA IMPLEMENTASI 

 

A.​ MANAJEMEN RISIKO 
 

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. 

Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin 

terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Kementerian Komunikasi dan 

Digital dalam melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapannya telah diatur 

dalam Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Penerapan dan 

implementasi manajemen risiko tersebut dilakukan oleh Unit Eselon II di lingkungan 

Badan Pengembangan SDM Komdigi. Badan Pengembangan SDM Komdigi secara 

bertahap dan pasti telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko (MR) sesuai 

Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital dan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal 

(ITJEN) Komdigi sebagai Auditor Internal Kementerian yang bertugas sebagai 

pembimbing sekaligus Unit Instansi yang dapat dijadikan tempat konsultasi dalam 

penerapan manajemen risiko  

​ Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, 

sistematis, logik dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. proses manajemen 

risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur dan praktik untuk melaksanakan 

penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, 

monitoring dan reviu serta komunikasi dan konsultasi. 

1.​ Penetapan Konteks 

Penetapan konteks merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko. hal ini 

melibatkan pemahaman yang mendalam tentang organisasi, tujuan dan konteksnya. 

penetapan konteks bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis Unit Pemilik Risiko 

(UPR)/Eselon II  sebagai tempat manajemen Manajemen Risiko akan diterapkan. 

Dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan 

proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi yang 

membatasi, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko. Sebagai 

 



 

bagian dari penetapan konteks, disusunlah kriteria untuk menganalisis dan 

mengevaluasi risiko. Konteks secara umum menjadi landasan bagi pelaksanaan 

seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko. Dan Proses Manajemen Risiko 

tidak boleh keluar dari konteks yang ditetapkan. 

2.​ Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang 

berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran Satuan 

Kerja Pemilik Risiko yang ada di Badan Pengembangan SDM Komdigi. Proses ini 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya 

peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya 

sasaran yang ada. 

3.​ Analisis Risiko 

Analisis risiko dilakukan untuk memahami sifat dan karakteristik risiko yang 

diidentifikasi. Hal ini melibatkan penilaian terhadap probabilitas terjadinya risiko dan 

dampaknya jika terjadi. Analisis risiko membantu dalam memprioritaskan risiko 

berdasarkan tingkat keparahannya dan membantu dalam pengembangan strategi 

penanganan risiko yang tepat. 

4.​ Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap tingkat risiko yang diidentifikasi. Ini 

melibatkan membandingkan risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, 

seperti ambang batas risiko yang dapat diterima. Evaluasi risiko membantu dalam 

memutuskan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan risiko mana yang 

dapat diterima. Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah 

diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan 

dalam hal ini Unit Pemilik Risiko (UPR) bisa mempertimbangkan perlu tidaknya 

dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. 

5.​ Penanganan Risiko 

Penanganan risiko melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk 

mengurangi atau menghilangkan risiko yang diidentifikasi. Strategi penanganan 

 



 

risiko dapat melibatkan penghindaran risiko, mitigasi risiko, transfer risiko, atau 

penerimaan risiko. Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis 

penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko.  

6.​ Monitoring dan Reviu 

Monitoring dan reviu risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko yang 

berkelanjutan. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang telah 

diidentifikasi dan tindakan penanganan risiko yang telah diimplementasikan. Dalam 

konteks implementasi dalam rancangan organisasi, monitoring dan reviu dilakukan 

untuk memastikan bahwa risiko yang dikurangi atau yang telah dikelola dengan baik 

dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin timbul seiring 

dengan perubahan organisasi. 

7.​ Komunikasi dan Konsultasi 

Komunikasi dan konsultasi merupakan aspek penting dalam manajemen risiko terkait 

implementasi rancangan organisasi. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif 

dengan semua pemangku kepentingan terkait risiko yang ada, strategi penanganan 

risiko, dan kemajuan implementasi rancangan organisasi. Proses komunikasi dan 

konsultasi bertujuan memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan 

setiap tahapan proses Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.  

Tabel 12. Manajemen Risiko Perubahan Organisasi UPT 

 

 



 

B.​ TINGKATAN IMPLEMENTASI 
Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital sebagai salah satu satuan kerja 

Kementerian Komunikasi dan Digital yang merupakan unsur penunjang dengan 

perannya sebagai pelaksana pengembangan bidang komunikasi dan digital serta 

sebagai pelaksana pengembangan SDM pada bidang yang sama. Badan 

Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital melaksanakan pendidikan, pelatihan dan 

memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi untuk bidang komunikasi dan informatika. 

sebagaimana peran yang dimaksud berupaya meningkatkan kompetensi, pengetahuan 

serta pemahaman masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. 

peningkatan keterampilan dasar, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat terkait 

bidang komunikasi, informatika dan digital, bagaimanapun sejalan dengan 

perkembangan masyarakat dalam era informasi saat ini. 

UPT Badan Pengembangan SDM Komdigi memiliki berbagai program dan kegiatan 

untuk mencapai tujuannya, seperti: 

1.​ Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi 

Badan pengembangan SDM Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan, 

workshop, dan program pengembangan kompetensi untuk para profesional di sektor 

komunikasi dan informatika. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terhadap teknologi terkini, regulasi, 

manajemen, dan aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan bidang tersebut. 

2.​ Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri 

Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan 

perguruan tinggi dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 

di bidang komunikasi dan informatika. Kolaborasi ini mencakup program 

pengembangan kurikulum, pertukaran pengetahuan dan penelitian, serta kerjasama 

proyek dengan industri untuk mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan dunia 

kerja. 

 

 

 



 

3.​ Pelaksanaan Sertifikasi Profesional 

Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika juga terlibat dalam 

pengembangan dan pelaksanaan program sertifikasi profesional di bidang 

komunikasi, informatika dan digital. Program sertifikasi ini bertujuan untuk mengakui 

dan memvalidasi kompetensi dan keterampilan individu yang bekerja di sektor ini, 

sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kerja di industri 

komunikasi dan informatika. 

melalui peran dan program Badan Pengembangan SDM tersebut dapat 

diimplementasikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 

Berikut adalah tingkatan implementasi program Badan Pengembangan SDM Komunikasi 

dan Informatika :  

1.​ Perencanaan 

Pada tahap ini, perlu ditetapkan visi, misi, dan tujuan program, serta mengidentifikasi 

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SDM. Hal ini 

melibatkan analisis kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi yang diperlukan, dan 

penetapan indikator keberhasilan untuk program. Dalam perencanaan, juga perlu 

ditetapkan alokasi sumber daya, jadwal, dan rencana tindakan yang jelas. 

2.​ Desain 

Pada tahap ini, perlu ditentukan strategi pembelajaran yang efektif, metode dan 

pendekatan yang akan digunakan, serta konten dan materi pelatihan yang relevan. 

Desain program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta, 

serta mempertimbangkan pemilihan instruktur atau fasilitator yang sesuai dengan 

kompetensi yang diperlukan. 

3.​ Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi program Badan Pengembangan SDM 

komunikasi dan informatika secara praktis. Ini termasuk mengatur jadwal pelatihan, 

mengundang peserta, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan memfasilitasi 

proses pembelajaran. Pelaksanaan program harus mengikuti rencana yang telah 

 



 

disusun, dengan memastikan kualitas dan keefektifan penyampaian materi, interaksi 

antara peserta dan instruktur, serta evaluasi berkelanjutan. 

4.​ Monitoring dan Evaluasi 

Tahap monitoring dan evaluasi sangat penting dalam mengukur keberhasilan 

program Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital. Ini melibatkan 

pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program, termasuk 

pengumpulan data dan informasi yang relevan. Evaluasi dapat dilakukan melalui 

penggunaan instrumen evaluasi, umpan balik peserta, dan analisis hasil 

pembelajaran. Hasil evaluasi akan memberikan wawasan tentang keberhasilan 

program, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki untuk pengembangan SDM yang 

lebih baik. 

5.​ Perbaikan dan Pengembangan 

Berdasarkan hasil evaluasi, tahap perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas program Badan Pengembangan SDM di masa mendatang. 

Feedback dari peserta dan pemangku kepentingan lainnya dapat digunakan untuk 

memperbaiki kelemahan, mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih efektif, 

atau menambahkan elemen baru yang relevan. Perbaikan dan pengembangan 

berkelanjutan adalah kunci dalam memastikan kesinambungan dan peningkatan 

program Litbang SDM. 

C.​ STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN 

​ Strategi Manajemen Perubahan merupakan pendekatan sistematis untuk melakukan 

penyesuaian terhadap penerapan proses maupun pelaksanaan dalam sebuah organisasi. 

Strategi manajemen perubahan dalam UPT Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan 

Informatika terkait organisasi melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk 

mengelola perubahan yang terjadi dalam struktur, proses, budaya, dan mindset organisasi.  

 
 

 



 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A.​ KESIMPULAN 
Fokus restrukturisasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital adalah optimalisasi 

fungsi, dimana restrukturisasi organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital juga 

memperhatikan beberapa hal seperti pemindahan fungsi penelitian pada Balitbang SDM 

kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mendorong adanya perubahan 

Balitbang SDM menjadi Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital yang 

berfokus pada peningkatan kompetensi dan menciptakan talenta baru di Komunikasi dan 

Digital bagi Masyarakat dan ASN. Selain itu perlu untuk kedepannya dilakukan penataan 

dan penyesuaian beban kerja terutama di wilayah barat dan timur dengan 

mempertimbangkan pembentukan atau pemindahan balai di provinsi sumatera selatan 

dan di provinsi papua. 

B.​ SARAN 

Untuk memastikan berjalannya restrukturisasi organisasi Kementerian Komunikasi dan 

Digital dengan baik, berikut adalah rekomendasi tindak lanjut terkait implementasi struktur 

organisasi baru: 

1.​ Mengkaji ulang beban kerja, nilai jabatan dan sistem karir: 

●​ Identifikasi jabatan-jabatan fungsional; 

●​ Kaji ulang beban kerja (Workload Analysis) dan penghitungan kebutuhan SDM; 

●​ Kaji ulang nilai jabatan (job evaluation); 

●​ Penyesuaian sistem remunerasi dan sistem karir; dan 

●​ Penyusunan parameter untuk mendukung kerja jabatan fungsional, sebagai 

contoh: kewenangan, mekanisme pelaporan, angka kredit, dan sebagainya. 

2.​ Pemenuhan kebutuhan SDM dan suksesi: 

●​ Identifikasi posisi-posisi yang perlu diisi; 

●​ Perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM; 

●​ Pelaksanaan lelang jabatan untuk posisi-posisi baru atau yang mengalami 

perubahan; dan 

 



 

●​ Penyusunan rencana suksesi posisi-posisi strategis. 

 

3.​ Penyesuaian kapabilitas SDM dan Kinerja: 

●​ Penyelarasan model kompetensi secara keseluruhan; 

●​ Penyusunan capability building berbasis kompetensi (kurikulum, silabus, dan 

roadmap), untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang baru; dan 

●​ Penyusunan KPI unit kerja dan individu menyesuaikan dengan tugas dan 

fungsi yang baru, termasuk KPI untuk jabatan-jabatan fungsional.  

 

4.​ Pengembangan Budaya Organisasi: 

●​ Pengkajian ulang budaya organisasi menyesuaikan dengan struktur 

organisasi baru; 

●​ Menilai kesiapan pegawai untuk menerapkan budaya baru; 

●​ Penyusunan program implementasi budaya; dan 

●​ Implementasi program budaya. 

 

5.​ Pendetailan proses bisnis: 

●​ Pendetailan lebih lanjut dari proses bisnis dengan mempertimbangkan 

penerapan teknologi; 

●​ Penyusunan SOP secara terintegrasi berbasis end-to-end value chain, bukan 

berdasarkan satuan kerja; dan 

●​ Penyusunan pedoman teknis lainnya yang diperlukan menyesuaikan 

perubahan proses bisnis. 

 

6.​ Pendetailan proses bisnis: 

●​ Penyusunan kebutuhan pengembangan dan penyelarasan sistem IT sesuai 

proses bisnis baru; 

●​ Identifikasi peluang penerapan otomasi dalam proses bisnis, termasuk 

penggunaan 

●​ tools; dan 

●​ Implementasi otomasi proses bisnis. 

 

 



 

7.​ Transformasi Badan Litbang SDM menjadi Badan Pengembangan SDM Komunikasi 

dan Digital : 

●​ Pemindahan fungsi penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 

●​ Fokus pada peningkatan kompetensi dan menciptakan talenta baru di 

Komunikasi dan Digital bagi Masyarakat dan ASN; dan 

●​ Pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyusunan Standar 

Kompetensi Digital dan manajemen informasi dengan satuan kerja yang 

melaksanakan fungsi pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM Komunikasi 

dan Digital. 
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